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1. Mengingat 

b. 

a. bahwa dalam . upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka 
perlu menetapkan besarnya biaya/tarif setiap jenis izin usaha yang 
dikelolah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayan 
Perizinan Kabfwaten Konawe Utara. 
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka 
sambil menunggu Penetapan dan Pengesahan Peraturan Daerah 

I 
Kabupaten Konawe Utara tentang tarif dipandang perlu dilakukan 
penyesuaian tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

i Undang-Undaiiglvomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Perundang-Undangan ( Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 

< 

53 Tahun 2004·,Tentang Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475. 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
atasUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59 Perubahan Lembaran Negara RI Nomor, 4844). 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( 
Lembaran Negara RI Nomor 4438). 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689). 

5. Undang-Uncl#F Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 
tentang Tamoo/,n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) . 
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Menimbang 

PENETAPAN BESARNYA TARIF SETIAP JENIS USAHA YANG 
DIKELOLAH OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

DAN PELAY ANAN PERIZINAN KABUPATEN KONA WE UT ARA 

BUP ATI KONA WE UT ARA 

TENT ANG 

PERA TURAN BUP ATI KONA WE UT ARA 
NOMOR: or rAJ.1vN :io,v 

BUPATI N;ONAWE UTARA 

'<j ./ 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 
2. Pemerintah Dae~~r.,a~!ah Bupati clan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara 

Pemerintah Daerah. ~j 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara 
4. Badan Koordinasi Penanaman Modall dan Pelayanan Perizinan adalah Badan Koordinasi 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara. 
y ~ ,., 
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· Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABl 

~p 

Peraturan Bupati Khnawe Utara tentang Penetapan Besarnya Tarif setiap 
Jenis Izin Usaha y~g dikelolah oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara. 

Menetapkan 

. I 
l"~ 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemitjntah antara Pememrintah Daerah , Provinsi dan 

. Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara R1 Tahun 
2007 Nomor 8~ PerubahanLembaran Negara RI Nomor 4737). 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Rl, Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Leipbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952). 

8. Peraturan Me~teri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 200 Tahun 2008 tentang 
pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu di daerah. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 
2007 tentang Petunjuk Tekhis Penetapan Organisasi Perangkat 
Daerah. 

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentangPokok -Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. 

13. Peraturan Daerah KabupatenKonawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 
Tentang Pernbentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe Utara. 

14. Peraturan BupA.ti Konawe Utara Nomor 153 Tahun 2012 tanggal 1 
Januari 2012hintang Penyesuaian Retribusi Izin Tempat Usaha dan 
IzinUndangUtidang Gangguan ( UUG/HO). 

, I 
MEMUTUSKAN : 



: 

1. Izin berlaku selama 1 ( satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan .. 

2. Pengajuan perpanjhrgap lizin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan selambat­ 
lambatnya 1 (satu) minggu sebelum be_nikhi rmasa berlakunya. 
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Pasal 5 

. 
1. Setiap orang atau Badan U saha yang melakukan kegiatan usaha baik yang menimbulkan 

gangguan maupun tidak harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PelayananPerizinan. 

2. Izin sebagaimana dimaksud ayat( 1 ) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada 
Bupati melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten 
Konawe Utara. 

ry Pasal 4 

KETENTUAN PERIZINAN 

n ,, : 
' BAB III 

Yang menjadi subyek dari UUG/HO a¥.lah setiap orang atau pengusaha yang melakukan 
kegiatan usaha baik yang menimbulkan gangguan maupun tidak bagi masyarakat sekitarnya. 

Pasal 3 

Yang menjadi Objek Izin Usaha ialah setiap Kegiatan I Usaha memproduksi barang dan jasa 
yang karena sifat bidang usaha yang dimohonkan tidak menimbulkan gangguan. 

Pasal 2 

OBJEK DAN SUBYEK 

BABU 

~ I l', ,,. 
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5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Kabupaten Konawe Utara. i11 

6. Perusahan adalah Badan usaba yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di 
I 

Indonesia yang dapat memproduksi barang dan jasa. 
7. Surat Izin tempat Usaba adalah Izin yang memberikan Hak dan Kewajiban kepada setiap 

pengelolah I Badan usaha/Orang untuk melakukan kegiatan bidang usaha. 
8. IzinUndang-Undang Gangguan adalah. zin yang diberikan bagi tempat - tempat usaha yang 

memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya. 
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Pasal 10 
Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini oleh Inspektorat, Badan PK.AD dan Instansi terkait 
lainnya. 

c, 
l 

Pelaksanaan Peraturan ini dilalrukan o!eh pejabat yang ditunjuk yaitu Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Daerah dan PelayananPerizinan. 

Pasal 9 

KETENTUANPELAKSANAANDANPENGAWASAN 

~ ' : , BAB V 

1. Semua penerimaan biaya/tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 disetorkan secara bruto kepada 
I 

Bank Persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah 
biaya I tarif diterima oleh bendahara. 

2. Bendahara penerima pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( BPKAD ) hanya 
berkewajiban menyimpan alat-alat . bukti setoran Bank Persepsi yang ditunjuk oleh 
pemerintah daerah. 

Pasal 8 

1. Selain tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat ( I ) dan ( 2 ) maka setiap permohonan izin 
dikeluarkan biaya administrasi sebesarRp. 150.000 ( Seratus Hrna puluhribu )/ Izin. 

2. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat( 1 ) pasal ini bukan merupakan penerimaan 
daerah tetapi biaya peninjauan lapangan. 

Pasal 7 

1. Setiap pemberian izin dikenakan tarif. 
2. Besamya tarif sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) ditetapkan dalam lampiran Bupati Konawe 

Utara. ~ 
! 

3. Besarnya tarif setiap jenis izin dibayar dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi 
Daerah( SKDR) atau alat tagih lain yang d.ipergunakan. 

Pasal 6 

BAB IV 
BESARNY AT A.J;UF SETIAP JEN IS USAHA 

I• 



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 
Nomor: ... <t. { .... 

H. ABUHAERAH, S.Sos,M.Si 
NIP. 19580815 198103 1 033 

'l: 

Sekretaris Daerah 
~ Kabupaten Konawe Utara 

: Wanggudu 
: {:, Januari 2014 

Diundangkan Di 
PadaTanggal 

.. 
I 

Ditetapkan di: WANGGUDU 
Padatanggal :. 4.Januari2014 

AuuPATIKONAWEUTARA~' 

I 

Peraturan ini mulai berlaku vada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat 
mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten 
Konawe Utara. :~ 

Dengan adanya peraturan ini, maka tarif setiap jenis izin usaha ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Bupati ini sambil menunggu Peraturan Daerah. 

~. Pasal 11 

PENUTUP 

~ BABVI 



NO SERI SUBYEK USAHA JENIS !ZIN 
TARIF KET 
(Rp) 

1 2 3 4 5 6 
1 A 1. Resto ran a. SITU 250,000 ., 

-i· b. HO 350,000 
2. Somel/Heler ~ a. SITU 250,000 

' :. b.HO 350,000 
3. Hotel a. SITU 250,000 

b. HO 350,000 

4. Apotek a.SITU 250,000 
b.HO 350,000 

5. Klinik a.SITU 250,000 
b. HO 350,000 

6. Usaha Pengolahan Hasil Pertanian a. SITU 250,000 
b. HO 350,000 

7. Usaha Perdagangan a. SITU 250,000 
b. HO 350,000 

8. Tanda Daftar lndustri a.SITU 250,000 
b. HO 350,000 

9. Usaha Pengolahan Perkebunan a. SITU 250,000 
.. b. HO 350,000 

10. Usaha Pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Rakyat a. SITU 250,000 
I b. HO 350,000 • 

11. Dampak Lingkungan Hidup 
I 

a. SITU 250,000 
b. HO 350,000 

12. Usaha Dengan Kendaraan Bermotor. a. SITU 250,000 
b. HO 350,000 

13. Pengeboran Air Bawah Tanah a. SITU 250,000 
b. HO 350,000 

14. Usaha Tempat Rekreasi/Hiburan ' a. SITU 250,000 ., 
fl b. HO 350,000 - 

15. Tanda Daftar Gudang 1 a.SITU 250,000 ' ·~ b. HO 350,000 
16. Usaha Perhubungan a. SITU 250,000 

b. HO 350,000 
17. Usaha Peternakan a. SITU 250,000 

b. HO 350,000 
18. Depot Air Minum a. SITU 250,000 

b. HO 350,000 
19. Tam bang Golongan C a. Manual 

Rp. 2.500.000 
b. Mesin 
Rp. 7.500.000 

Lampiran : PERATURAN BUPATI 
Nomor 
Tanggal Januari 2014 . 

I 
Tentang : PENETAPAN BESARNYA TARtF SETIAP JENIS USAHA YANG DIKELOLAH OLEH BAOAN 

KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN 
KABUPATEN KONAWE UTARA 



1 2 3 4 5 6 

2 B 1. Tako a. SITU 200,000 
b. HO 250,000 

2. Penginapan t I a. SITU 200,000 
I ,. b. HO 250,000 

3. Bengkel a. SITU 200,000 
b. HO 250,000 

4. Percetakan .. a. SITU 200,000 
b. HO 250,000 

5. Ekspedisi a. SITU 200,000 
b.HO 250,000 

6. Pelayaran Perairan ., a. SITU 200,000 ... 
' b. HO 250,000 

7. Rumah Toko 
.: a. SITU 200,000 ,· ·~ : 

b, HO 250,000 

8. Rumah Sewa/Kos a. SITU 200,000 
b. HO 250,000 

3 c 1. Praktek Dokter Spesialis, Umum dan Gigi a. SITU 150,000 
b. HO 250,000 

2. Praktek Kebidanan a. SITU 150,000 
b. HO 250,000 

3. Foto Studio a. SITU 150,000 
b. HO 250,000 

4. Salon Kecantikan a. SITU 150,000 
b. HO 250,000 

5. Penjahit a. SITU 150,000 
b. HO 250,000 

6. Rumah Makan 
.. 

a. SITU 150,000 
, b. HO 250,000 I 

7. Pertukangan a. SITU 150,000 
b. HO 250,000 

8. Tako Obat a. SITU 150,000 
b. HO 250,000 

9. Pangkalan BBM a. SITU 150,000 
b. HO 250,000 

10. Penampungan/Bangsal Kayu a. SITU 150,000 
c, b. HO 250,000 ij 

11. Pengolahan Batu Bata ~ a. SITU 150,000 . b. HO 250,000 ·- 
12. Foto Copy a. SITU 150,000 

b. HO 250,000 

4 D 1. Kios a. SITU 125,000 
b. HO 175,000 

2. Penggilingan Padi a. SITU 125,000 

.. I. "! b. HO 175,000 

3. TV Kabel a. SITU 125,000 
b.HO 175,000 

4. Rental Komputer a. SITU 125,000 
b. HO 175,000 

5. Service Elektronik a. SITU 125,000 
. - . ·- - - - . 
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1 2 3 4 5 6 
6. Pembuatan Keramik/Pot a. SITU 125,000 

b. HO 175,000 
7. Tempat Kursus a. SITU 125,000 

b. HO 175,000 . 
8. Play Game/Warnet a. SITU 125,000 

b. HO 175,000 
9. Pencucian Mobil a. SITU 125,000 

b. HO 175,000 
10. Rental Mobil 

. 
a. SITU 125,000 
b. HO 175,000 

11. Praktek Pengobatan Alternatif a. SITU 125,000 
b. HO 175,000 


